Menimbang

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan
kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sekaligus sebagai upaya
penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan
beban masyarakat terhadap dampak pandemi
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), perlu
memberikan stimulus kepada Wajib Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dalam bentuk penghapusan sanksi administratif;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1)
huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kota Tarakan
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, Wali Kota dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor
52);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini yang dimaksud dengan:

1,
2,

X

Daerah adalah Kota Tarakan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan daerah.

Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang
masih harus ditagih kepada wajib pajak atau
Penanggung Pajak.

Sanksi Administratif PBB-P2 adalah denda yang
berupa pembayaran sejumlah uang tertentu yang
dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan
dengan kewajiban pembayaran PBB-P2.

Sistem Informasi PBB-P2 adalah sistem yang
digunakan dalam pengelolaan PBB-P2 pada Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Tarakan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman
kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Piutang
PBB-P2 tanpa dikenakan denda yang dilaksanalan dalam
jangka waktu tertentu.




BAB 11
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 diberikan
sebesar 100% (seratus persen) untuk seluruh tahun
pajak terutang melalui Sistem Informasi PBB-P2 tanpa
Permohonan wajib pajak

(2) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atas
pokok PBB-P2 terutangnya.

Pasal 4

(1) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 berlaku bagi
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal
1 November 2021 sampai dengan 30 Desember 2021

(2) Pembayaran yang dilakukan melewati tanggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanksi
administratif tetap kembali dihitung sebagai bagian dari
Piutang PBB-P2

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALI K(dTA TARAKAN,

IRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID
BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 446
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